














 

 

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) 
             

 

SKPD : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN 

STATISTIK PROVINSI BALI 

PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH 

DAERAH PROVINSI 

SASARAN PROGRAM : APARATUR PEMERINTAH 

KEGIATAN  : ADMINISTRASI UMUM PEMERINTAH DAERAH 

JUDUL SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK 

PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 

TAHUN ANGGARAN : 2025 

 
 

1. DASAR HUKUM 
a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah; 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang 
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan 
Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman 
Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

e. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Daerah; 

f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem Dan 
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. 
 

2. LATAR BELAKANG KEGIATAN 
Untuk menunjang kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi 
Bali, maka diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Penerangan 
yang cukup akan sangat membantu pegawai dalam melakukan kegiatan di 
kantor. Untuk memenuhi kebutuhan akan penerangan pada bangunan kantor, 
maka diadakan kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor berupa belanja Lampu Listrik dan Baterai 





Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor 

 

No Uraian Kegiatan 
Waktu Penyelesaian 

Ket. 
Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des 

1 Belanja Alat/Bahan untuk 

Kegiatan Kantor-Alat Listrik 

             

 



 

 
 

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) 
             

 

SKPD : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN 

STATISTIK PROVINSI BALI 

PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH 

DAERAH PROVINSI 

SASARAN PROGRAM : APARATUR PEMERINTAH 

KEGIATAN  : ADMINISTRASI UMUM PEMERINTAH DAERAH 

JUDUL SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN PERALATAN DAN 

PERLENGKAPAN KANTOR 

TAHUN ANGGARAN : 2025 

 
 

1. DASAR HUKUM 
a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah; 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang 
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan 
Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman 
Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

e. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Daerah; 

f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem Dan 
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. 
 

2. LATAR BELAKANG KEGIATAN 
Untuk menunjang kegiatan di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 
Provinsi Bali, sarana dan prasarana yang memadai sangat diperlukan. Peralatan-
peralatan serta perlengkapan seperti ATK, Kertas dan Cover, Bahan Komputer, 
Toner dan Tinta Printer harus sesuai dengan kebutuhan di kantor. Untuk itulah 
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali melakukan kegiatan 
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

 
 





 
Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor 

 

No Uraian Kegiatan 
Waktu Penyelesaian 

Ket. 
Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des 

1 Belanja Alat/Bahan untuk 

Kegiatan Kantor-Alat Listrik 

             

 

 

 



 

 

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) 
             

 

SKPD : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN 

STATISTIK PROVINSI BALI 

PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH 

DAERAH PROVINSI 

SASARAN PROGRAM : APARATUR PEMERINTAH 

KEGIATAN  : ADMINISTRASI UMUM PEMERINTAH DAERAH 

JUDUL SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 

TAHUN ANGGARAN : 2025 

 
 

1. DASAR HUKUM 
a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah; 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang 
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan 
Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman 
Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

e. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Daerah; 

f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem Dan 
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. 
 

2. LATAR BELAKANG KEGIATAN 
Keharmonisan alam harus dijaga agar tidak terjadi ketidakseimbangan yang 
berakibat fatal. Tidak hanya menjaga keharmonisan antara sesama manusia 
saja, namun dengan ha-hal yang dipercaya mempunyai kekuatan magis pun 
harus dijaga. Untuk itulah maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 
Provinsi Bali melakukan kegiatan Upacara Keagamaan untuk meyeimbangkan 
alam nyata dan tidak nyata. 

 





Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

 

No Uraian Kegiatan 
Waktu Penyelesaian 

Ket. 
Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des 

1 Belanja Alat/Bahan untuk 

Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk 

Kegiatan Kantor Lainnya 

             

 

 



 

 
 

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) 
             

 

SKPD : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN 

STATISTIK PROVINSI BALI 

PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH 

DAERAH PROVINSI 

SASARAN PROGRAM : APARATUR PEMERINTAH 

KEGIATAN  : ADMINISTRASI UMUM PEMERINTAH DAERAH 

JUDUL SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN 

PENGGANDAAN 

TAHUN ANGGARAN : 2025 

 
 

1. DASAR HUKUM 
a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah; 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang 
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan 
Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman 
Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

e. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Daerah; 

f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem Dan 
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. 
 

2. LATAR BELAKANG KEGIATAN 
Proses administrasi di perkantoran memerlukan adanya dokumen dan juga 
duplikasinya untuk melakukan pengarsipan. Oleh karena itu diperlukan adanya 
pencetakan serta penggandaan arsip-arsip dokumen. Dinas Komunikasi, 
Informatika dan Statistik Provinsi Bali dalam menunjang pengadministrasiannya 
melakukan kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan guna 
meningkatkan kinerja. 





Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 

 

No Uraian Kegiatan 
Waktu Penyelesaian 

Ket. 
Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des 

1 Belanja Alat/Bahan untuk 

Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 

             

 



 

 
 

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) 
             

 

SKPD : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN 

STATISTIK PROVINSI BALI 

PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH 

DAERAH PROVINSI 

SASARAN PROGRAM : APARATUR PEMERINTAH 

KEGIATAN  : ADMINISTRASI UMUM PEMERINTAH DAERAH 

JUDUL SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

TAHUN ANGGARAN : 2025 

 
 
 

1. DASAR HUKUM 
a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah; 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang 
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan 
Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman 
Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

e. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Daerah; 

f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem Dan 
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. 
 

2. LATAR BELAKANG KEGIATAN 
Setiap kegiatan yang dilakukan di suatu instansi pemerintah harus berlandaskan 
dengan peraturan perundang-undangan yang telah diatur pemerintah. Dinas 
Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bali merupakan instansi pemerintah 





Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 

 

No Uraian Kegiatan 
Waktu Penyelesaian 

Ket. 
Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des 

1 Belanja Langganan Jurnal/Surat 

Kabar/Majalah 

             

 



 

 
 

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) 
             

 

SKPD : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN 

STATISTIK PROVINSI BALI 

PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH 

DAERAH PROVINSI 

SASARAN PROGRAM : APARATUR PEMERINTAH 

KEGIATAN  : ADMINISTRASI UMUM PEMERINTAH DAERAH 

JUDUL SUB KEGIATAN : FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 

TAHUN ANGGARAN : 2025 

 
 
 

1. DASAR HUKUM 
a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah; 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman 
Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

e. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Daerah; 

f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur 
Penganggaran Pemerintah Provinsi Bali. 
 

2. LATAR BELAKANG KEGIATAN 
Instansi pemerintah dalam menyusun dan melaksanakan suatu rapat baik itu rapat 
koordinasi, rapat evaluasi maupun rapat lainnya pasti memerlukan adanya 
makanan dan minuman yang berupa snack maupun nasi. Karena itu Dinas 
Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali melakukan kegiatan Fasilitasi 
Kunjungan Tamu 
 
 





Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu 

 

No Uraian Kegiatan 
Waktu Penyelesaian 

Ket. 
Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des 

1 Belanja Makanan dan Minuman 

Rapat 

             

 

 



 

 
 

 

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) 
             

 

SKPD : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN 

STATISTIK PROVINSI BALI 

PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH 

DAERAH PROVINSI 

SASARAN PROGRAM : APARATUR PEMERINTAH 

KEGIATAN  : ADMINISTRASI UMUM PEMERINTAH DAERAH 

JUDUL SUB KEGIATAN : PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN 

KONSULTASI SKPD 

TAHUN ANGGARAN : 2025 

 
 

1. DASAR HUKUM 
a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah; 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang 
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan 
Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman 
Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

e. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Daerah; 

f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem Dan 
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. 

g. Peraturan Gubernur Bali No 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Perjalanan Dinas. 
 

2. LATAR BELAKANG KEGIATAN 
Dalam menunjang kegiatan pada  Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 
Provinsi Bali sesuai dengan program pelayanan administrasi perkantoran, maka  
dibutuhkan hubungan korelasi yang baik antara Pemerintah Provinsi Bali dengan 





Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD 

 

No Uraian Kegiatan 
Waktu Penyelesaian 

Ket. 
Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des 

1 
Belanja Makanan dan Minuman 

Rapat 

             

2 
Belanja Perjalanan Dinas Dalam 

Negeri 

             

3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota              

 



 

 

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) 
             

 

SKPD : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN 

STATISTIK PROVINSI BALI 

PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH 

DAERAH PROVINSI 

SASARAN PROGRAM : APARATUR PEMERINTAH 

KEGIATAN : PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH 

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 

JUDUL SUB KEGIATAN : PENGADAAN MEBEL 

TAHUN ANGGARAN : 2025 

 
 

1. DASAR HUKUM 
a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah; 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang 
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan 
Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman 
Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

e. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Daerah; 

f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem Dan 
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. 
 

2. LATAR BELAKANG KEGIATAN 
Untuk menunjang kegiatan di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 
Provinsi Bali, sarana dan prasarana yang memadai sangat diperlukan. 
Pengadaan Pantry dan Interior Ruang Lobby harus sesuai dengan kebutuhan di 
kantor. Untuk itulah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali 
melakukan kegiatan Pengadaan Mebel. 





Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengadaan Mebel 

 

No Uraian Kegiatan 
Waktu Penyelesaian 

Ket. 
Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des 

1 

Belanja Pemeliharaan Alat Kantor 

dan Rumah Tangga-Alat Rumah 

TanggaMebel 

             

 



 

 

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) 
             

 

SKPD : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN 

STATISTIK PROVINSI BALI 

PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH 

DAERAH PROVINSI 

SASARAN PROGRAM : APARATUR PEMERINTAH 

KEGIATAN : PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH 

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 

JUDUL SUB KEGIATAN : PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA 

GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 

TAHUN ANGGARAN : 2025 

 
 

1. DASAR HUKUM 
a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah; 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang 
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan 
Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman 
Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

e. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Daerah; 

f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem Dan 
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. 
 

2. LATAR BELAKANG KEGIATAN 
Untuk menunjang kegiatan di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 
Provinsi Bali, sarana dan prasarana yang memadai sangat diperlukan. Sarana 
dan Prasarana seperti AC harus sesuai dengan kebutuhan di kantor. Untuk itulah 
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali melakukan kegiatan 





Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 
Lainnya 

 

No Uraian Kegiatan 
Waktu Penyelesaian 

Ket. 
Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des 

1 Belanja Modal Alat Pendingin              

 

 



 

 
 

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) 
             

 

SKPD : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN 

STATISTIK PROVINSI BALI 

PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH 

DAERAH PROVINSI 

SASARAN PROGRAM : APARATUR PEMERINTAH 

KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH 

JUDUL SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 

TAHUN ANGGARAN : 2025 

 
 
 

1. DASAR HUKUM 
a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah; 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang 
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan 
Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman 
Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

e. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Daerah; 

f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem Dan 
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. 
 

2. LATAR BELAKANG KEGIATAN 
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali menganggarkan adanya 
kegiatan jasa surat menyurat. Hal ini digunakan untuk menunjang operasional 
dan memudahkan berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan 





Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

 

No Uraian Kegiatan 
Waktu Penyelesaian 

Ket. 
Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des 

1 
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 

Kantor-Benda Pos 

             

 



 

 

 

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) 
             

 

SKPD : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN 

STATISTIK PROVINSI BALI 

PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH 

DAERAH PROVINSI 

SASARAN PROGRAM : APARATUR PEMERINTAH 

KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH 

JUDUL SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER 

DAYA AIR DAN LISTRIK 

TAHUN ANGGARAN : 2025 

 
 

1. DASAR HUKUM 
a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah; 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang 
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan 
Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman 
Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

e. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Daerah; 

f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem Dan 
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. 
 

2. LATAR BELAKANG KEGIATAN 
Dinas  Komunikasi, Informatika dan Statistik menganggarkan adanya kegiatan 
jasa komunikasi, sumber daya air dan juga listrik. Hal ini digunakan untuk 
menunjang operasional dan memudahkan berkomunikasi dengan pihak-pihak 
yang terkait dengan kegiatan pekerjaan yang terdapat pada Dinas Komunikasi, 
Informasi dan Statistik Provinsi Bali. Penerangan yang memadai akan sangat 





Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 

 

No Uraian Kegiatan 
Waktu Penyelesaian 

Ket. 
Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des 

1 Belanja Tagihan Telepon              

2 Belanja Tagihan Air              

3 Belanja Tagihan Listrik              

 



 

 

 

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) 
             

 

SKPD : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN 

STATISTIK PROVINSI BALI 

PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH 

DAERAH PROVINSI 

SASARAN PROGRAM : APARATUR PEMERINTAH 

KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH 

JUDUL SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM 

KANTOR 

TAHUN ANGGARAN : 2025 

 
1. DASAR HUKUM 

a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang 
Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah; 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang 
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan 
Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman 
Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

e. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Daerah; 

f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem Dan 
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. 
 

2. LATAR BELAKANG KEGIATAN 
Kebersihan merupakan hal penting yang harus diperhatikan guna meningkatkan 
kesehatan dan kenyamanan di lingkungan kerja. Lingkungan yang bersih 
membuat suasana kerja menjadi lebih kondusif. Alat-alat kebersihan sangat 
diperlukan untuk menunjang kebersihan di lingkungan kerja. Untuk menciptakan 





Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

 

No Uraian Kegiatan 
Waktu Penyelesaian 

Ket. 
Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des 

1 Belanja Jasa Kantor              

 



 

 

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) 
             

 

SKPD : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN 

STATISTIK PROVINSI BALI 

PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH 

DAERAH PROVINSI 

SASARAN PROGRAM : APARATUR PEMERINTAH 

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH 

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

JUDUL SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA 

PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN 

PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN 

DINAS JABATAN 

TAHUN ANGGARAN : 2025 

 
 

1. DASAR HUKUM 
a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah; 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang 
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan 
Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman 
Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

e. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Daerah; 

f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem Dan 
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. 

g. Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penghitungan Dasar 
Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan 
Bermotor 

 



 
2. LATAR BELAKANG KEGIATAN 

Dalam menunjang operasional sehari-hari diperlukan adanya alat transportasi 
untuk memudahkan pekerjaan. Alat transportasi yang telah ada tidak hanya 
sekedar digunakan saja. Kendaraan dinas yang terdapat pada Dinas Komunikasi, 
Informatika dan Statistik Provinsi Bali harus dipelihara sebaik mungkin untuk 
mengoptimalkan pemakaiannya. Kendaraan dinas digunakan untuk operasional 
sehari-hari semua Bidang yang berada di lingkungan Dinas Komunikasi, 
Informatika dan Statistik Provinsi Bali. Untuk itulah diperlukan adanya kegiatan 
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. 

 
 

3. MAKSUD DAN TUJUAN 
a. Maksud  

Maksud Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas 
yaitu terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran pada Dinas 
Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali. 

b. Tujuan 
Terwujudnya kelancaran mobilitas perkantoran agar terselenggaranya 
program pelayanan administrasi perkantoran Dinas Komunikasi, Informatika 
dan Statistik Provinsi Bali. 
 

4. Target/sasaran kegiatan 
a. Target 

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional : 
- Roda 4 sebanyak 23 Unit 
- Roda 2 sebanyak 7 Unit 

b. Sasaran 
Adapun sasaran dari kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan pelayanan 
administrasi perkantoran. 
 

5. Lokasi Kegiatan 
Lokasi Kegiatan yaitu di Kota Denpasar. 

 
6. Sumber Dan Kebutuhan Dana Indikatif 

APBD, Rp. 1.176.320.650 
Direalisasikan pada :  
 
Triwulan I    = Rp.  431.317.948 
Triwulan II   = Rp.  248.334.234 
Triwulan III  = Rp.  248.334.234 
Triwulan IV  = Rp.  248.334.234 





Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak 
Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan 

 

No Uraian Kegiatan 
Waktu Penyelesaian 

Ket. 
Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des 

1 
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan 

Pelumas 

             

2 Belanja Jasa Tenaga Supir              

3 
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan 

Perizinan 

             

4 
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan 

Mesin 

             

 
 

 



 

 

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) 
             

 

SKPD : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN 

STATISTIK PROVINSI BALI 

PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH 

DAERAH PROVINSI 

SASARAN PROGRAM : APARATUR PEMERINTAH 

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH 

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

JUDUL SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN MEBEL 

TAHUN ANGGARAN : 2025 

 
 

1. DASAR HUKUM 
a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah; 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang 
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan 
Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman 
Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

e. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Daerah; 

f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem Dan 
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. 
 

2. LATAR BELAKANG KEGIATAN 
Untuk meningkatkan kinerja pegawai pada Dinas Komunikasi, Informatika dan 
Statistik Provinsi Bali, sarana dan prasarana yang memadai harus terpenuhi. 
Sarana berupa mebel tersebut harus dirawat dan dipelihara sebaik mungkin agar 
dapat digunakan secara maksimal. Untuk itulah Dinas Komunikasi, Informatika 
dan Statistik Provinsi Bali melakukan kegiatan Pemeliharaan Mebel 





Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel 

 

No Uraian Kegiatan 
Waktu Penyelesaian 

Ket. 
Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des 

1 
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan 

Mesin 

             

 



 

 

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) 
             

 

SKPD : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN 

STATISTIK PROVINSI BALI 

PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH 

DAERAH PROVINSI 

SASARAN PROGRAM : APARATUR PEMERINTAH 

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH 

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

JUDUL SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN 

LAINNYA 

TAHUN ANGGARAN : 2025 

 
 

1. DASAR HUKUM 
a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah; 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang 
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan 
Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman 
Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

e. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Daerah; 

f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem Dan 
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. 
 

2. LATAR BELAKANG KEGIATAN 
Untuk meningkatkan kinerja pegawai pada Dinas Komunikasi, Informatika dan 
Statistik Provinsi Bali, sarana dan prasarana yang memadai harus terpenuhi. 
Sarana dan prasarana tersebut harus dirawat dan dipelihara sebaik mungkin 
agar dapat digunakan secara maksimal. Untuk itulah Dinas Komunikasi, 
Informatika dan Statistik Provinsi Bali melakukan kegiatan Pemeliharaan 





Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya 

 

No Uraian Kegiatan 
Waktu Penyelesaian 

Ket. 
Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des 

1 
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan 

Mesin 

             

 



 

 
 

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) 
             

 

SKPD : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN 

STATISTIK PROVINSI BALI 

PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH 

DAERAH PROVINSI 

SASARAN PROGRAM : APARATUR PEMERINTAH 

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH 

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

JUDUL SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN REHABILITASI GEDUNG 

KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 

TAHUN ANGGARAN : 2025 

 
 

1. DASAR HUKUM 
a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah; 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang 
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan 
Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman 
Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

e. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Daerah; 

f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem Dan 
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. 
 

2. LATAR BELAKANG KEGIATAN 
Untuk meningkatkan kinerja pegawai pada Dinas Komunikasi, Informatika dan 
Statistik Provinsi Bali, sarana dan prasarana yang memadai harus terpenuhi. 
Sarana dan prasarana tersebut harus dirawat dan dipelihara sebaik mungkin 





Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya 
 

No Uraian Kegiatan 
Waktu Penyelesaian 

Ket. 
Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des 

1 Belanja Jasa Tenaga Administrasi              

2 Belanja Jasa Tenaga Keamanan              

3 
Belanja Pemeliharaan Gedung dan 

Bangunan 

             

 



 

 

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) 
             

 

SKPD : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN 

STATISTIK PROVINSI BALI 

PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH 

DAERAH PROVINSI 

SASARAN PROGRAM : APARATUR PEMERINTAH 

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH 

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

JUDUL SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN REHABILITASI SARANA DAN 

PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU 

BANGUNAN LAINNYA 

TAHUN ANGGARAN : 2025 

 
 

1. DASAR HUKUM 
a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah; 
b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 
c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang 

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan 
Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman 
Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

e. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Daerah; 

f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur 
Penganggaran Pemerintah Provinsi Bali. 
 

2. LATAR BELAKANG KEGIATAN 
Untuk meningkatkan kinerja pegawai pada Dinas Komunikasi, Informatika dan 
Statistik Provinsi Bali, sarana dan prasarana yang memadai harus terpenuhi. 
Sarana dan prasarana tersebut harus dirawat dan dipelihara sebaik mungkin 
agar dapat digunakan secara maksimal. Untuk itulah Dinas Komunikasi, 
Informatika dan Statistik Provinsi Bali melakukan kegiatan Pemeliharaan 
Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor. 

 



3. MAKSUD DAN TUJUAN 
a. Maksud  

Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 
b. Tujuan 

Terwujudnya kelancaran tugas kantor. 
 

4. Target/sasaran kegiatan 
a. Target 

Terpeliharanya bangunan gedung kantor 
b. Sasaran 

Terjaganya kualitas gedung/bangunan kantor. 
 

5. Lokasi Kegiatan 
Lokasi Kegiatan yaitu di Kota Denpasar. 
 

6. Sumber Dan Kebutuhan Dana Indikatif 
APBD, Rp. 84.480.000 
Direalisasikan pada :  
Triwulan I    = Rp.   21,120,000 
Triwulan II   = Rp.   21,120,000 
Triwulan III  = Rp.   21,120,000 
Triwulan IV  = Rp.   21,120,000 
 

7. Waktu Pelaksanaan 
12 Bulan 

 
 Bali, 31 Mei 2024 

Mengetahui: 
Pengguna Anggaran pada Dinas 
Komunikasi, Informatika dan Statistik 
Provinsi Bali, 
 
 
 
 
 
Ir. GEDE PRAMANA, ST., MT 
NIP. 19680531 199703 1 002 

  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada 
Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi 
Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor 
Atau Bangunan Lainnya, 
 
 
 
 
Drs. I DEWA KETUT RAI RUSTINA, M.Si 
NIP. 19660918 199803 1 003 



Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya 
 

No Uraian Kegiatan 
Waktu Penyelesaian 

Ket. 
Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des 

1 
Belanja Honorarium Pengadaan 

Barang/Jasa 

             

2 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan              

3 
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan 

Mesin 

             

4 

Belanja Pemeliharaan Jaringan-

Jaringan Air Minum-Jaringan Air 

Minum Lainnya 

             

5 

Belanja Pemeliharaan Jaringan-

Jaringan Listrik-Jaringan Listrik 

Lainnya 

             

6 

Belanja Pemeliharaan Jaringan-

Jaringan Telepon-Jaringan Telepon 

Lainnya 

             

 







































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K) 

SUB KEGIATAN KETERHUBUNGAN JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH 

KAB/KOTA KE JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI 

TAHUN 2025 

 

I. Latar Belakang  

 1. Dasar Hukum 

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871); 

c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 

tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 

d. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan 

Strategi Nasional Pengembangan E-Government; 

 

2. Gambaran Umum 

Dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik  

(Good Governance) dan memperkuat keterhubungan antara Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Provinsi, maka diperlukan 

pengembangan dan pengelolaan jaringan intra pemerintah yang terintegrasi. 

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 

Provinsi Bali akan diselaraskan untuk mencapai sasaran sesuai dengan 

tujuan pada misi pembangunan daerah, yaitu mengembangkan sistem tata 

kelola pemerintahan yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel, dan 



 

 

 

   

bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan 

murah. 

Pemerintah Provinsi berupaya untuk mewujudkan pemerintahan yang 

efektif dan akuntabel melalui penyediaan infrastruktur teknologi informasi 

yang handal dan terintegrasi. Hal ini sejalan dengan visi untuk mencapai tata 

kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta 

meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu kunci keberhasilan dalam 

mewujudkan visi ini adalah komunikasi yang harmonis antara Pemerintah 

Daerah dan masyarakat, serta keterbukaan informasi publik. 

Sejalan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 

tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Pemerintah 

Provinsi berkomitmen untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi SPBE 

dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan 

layanan yang lebih baik. Infrastruktur yang meliputi perangkat keras, 

perangkat lunak, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, serta 

perangkat integrasi merupakan komponen utama dalam pelaksanaan SPBE. 

Pusat Data menjadi fasilitas yang sangat krusial bagi Pemerintah 

Provinsi sebagai platform untuk penempatan sistem elektronik, penyimpanan 

dan pengolahan data, serta pemulihan data. Keberadaan pusat data ini 

sangat penting dalam menunjang penyelenggaraan SPBE, dengan nilai 

manfaat yang lebih tinggi dibandingkan biaya kapital yang dibutuhkan. 

Untuk mendukung pencapaian sasaran dalam RPD Provinsi Tahun 

2024 – 2026, sub kegiatan Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah 

perlu dilaksanakan. Hal ini mencakup pengembangan infrastruktur jaringan 

intra pemerintah daerah, pemeliharaan jaringan, dan peningkatan kompetensi 

sumber daya manusia. Keterhubungan ini diharapkan dapat meningkatkan 

koordinasi, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan memberikan 

layanan yang lebih baik kepada masyarakat. 

II. Maksud dan Tujuan  

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas komunikasi serta pertukaran 

informasi antara pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan pemerintah 

Provinsi. Hal ini bertujuan untuk mendukung koordinasi program 

pembangunan, pengelolaan data, dan pelaksanaan kebijakan secara lebih 

terintegrasi. 



 

 

 

   

III. Sasaran dan Ruang Lingkup Sub Kegiatan 

Sub kegiatan ini mempunyai sasaran utama bertujuan untuk 

membangun dan meningkatkan infrastruktur komunikasi guna mencapai 

efisiensi operasional dan meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah 

kabupaten/kota dengan pemerintah Provinsi. Sedangkan ruang lingkupnya 

mencakup perencanaan dan desain infrastruktur jaringan, implementasi 

sistem informasi terintegrasi, monitoring kinerja infrastruktur, evaluasi 

efektivitas implementasi, pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM, serta 

pengelolaan proyek dan koordinasi lintas unit kerja dan mitra eksternal untuk 

mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang responsif dan efisien. 

IV.  Kebutuhan Tenaga Teknis. 

Untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Keterhubungan Jaringan 

Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah 

Provinsi dibutuhkan tenaga yang memiliki kemampuan dan spesifikasi teknis 

pekerjaan di bidang teknologi informasi yang bertanggungjawab atas 

pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak yang terdiri dari sebuah 

jaringan komputer. Bertugas melakukan konfigurasi, pemeliharaan, monitoring 

jaringan, keamanan jaringan, menetapkan alamat IP ke perangkat yang 

terhubung ke jaringan dan lain - lain. 

V. Waktu Pelaksanaan  

Jangka waktu pelaksanaan sub kegiatan ini adalah 12 (dua belas) bulan 

terhitung dari Januari 2025 s.d Desember 2025 dengan jadwal sebagai 

berikut: 



NO URAIAN 
BULAN 

KET 
JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGUST SEPT OKT NOV DES 

1. Persiapan                            
a. Menyusun SOP                            
b. Menyusun SK                            
c. Rapat - rapat                           

2. Pelaksanaan                            
a. 

b. 

c. 

Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur  

Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum  

Pengadaan – pengadaan TIK 
                          

3 Laporan akhir                           

  a. Penyusunan laporan akhir                           

                                

 

 

 

 



 

 

 

   

VI. Sumber dan Rencana Biaya 

Sumber pembiayaan sub kegiatan Keterhubungan Jaringan Intra 

Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi 

bersumber dari APBD Provinsi Bali TA. 2025 sebesar Rp. 49.520.000.000,- 

dengan rincian biaya sebagai berikut : 

 

VII. Produk/Keluaran yang dihasilkan 

Produk/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Persentase perangkat daerah 

yang mendapatkan layanan intranet, internet dan aplikasi. 

 

 

 

 

 

 

No Uraian 
Rencana Anggaran 

Biaya (Rp) 

1.  Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 662.700.000 

2.  Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 

Tulis Kantor 

3.438.000 

3.  Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Kertas dan Cover 

4.310.000 

4.  Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Bahan Cetak 

5.416.500 

5.  Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Benda Pos 

1.570.000 

6.  Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Bahan Komputer 

3.805.500 

7.  Belanja Makanan Minuman Rapat 180.000.000 

8.  Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 

Arsitektur 

2.821.000.000 

9.  Belanja Perjalanan Dinas Biasa 337.760.000 

10.  Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 45.500.000.000 



 

 

 

   

VIII.  Penutup 

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat dipergunakan 

sebagai referensi dalam melaksanakan pekerjaan.  

                    

 

Bali, 25 Maret 2024 

Mengetahui : 

Kepala Dinas Komunikasi Informatika 

dan Statistik Provinsi Bali, 

 

 

 

 

 

Ir. Gede Pramana. ST., MT 
Pembina Utama Muda (IV/c) 
NIP. 19680531 199703 1 002 

 

Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan 

Pada Sub. Kegiatan Pengembangan dan 

Pengelolaan Sumber Daya Teknologi 

Informasi dan Komunikasi Pemerintah 

Daerah 

  

 

Novandika Dwipayana, ST., M.Kom 
Penata Tk. I (III/d) 
NIP. 19831126 201101 1 007 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K) 

SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN 

PROVINSI CERDAS 

TAHUN 2025 

 

I. Latar Belakang  

 1. Dasar Hukum 

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871); 

c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 

tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 

d. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan 

Strategi Nasional Pengembangan E-Government; 

2. Gambaran Umum 

Sub kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi 

Cerdas bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung 

pengembangan provinsi yang cerdas melalui pemanfaatan teknologi informasi 

dan komunikasi (TIK). Kegiatan ini mencakup upaya untuk meningkatkan 

sinergi antara berbagai pemangku kepentingan di tingkat provinsi, termasuk 

pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat, dalam rangka 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan 

akuntabel. Melalui koordinasi yang intensif, diharapkan tercipta integrasi 

sistem dan aplikasi yang memungkinkan pengelolaan data dan informasi 



 

 

 

   

secara terpadu, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan 

mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Selain itu, fasilitasi 

dalam bentuk penyediaan infrastruktur TIK yang memadai, pelatihan dan 

peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penyusunan regulasi 

yang mendukung akan menjadi fokus utama dalam kegiatan ini. Dengan 

demikian, Provinsi Cerdas diharapkan dapat menjadi model bagi 

pembangunan berkelanjutan yang berbasis teknologi, yang mampu 

menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat di era digital. 

II. Maksud dan Tujuan  

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, 

memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta meningkatkan kualitas 

layanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Program ini mencakup 

sosialisasi kepada seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi, Dengan 

memberikan sosialisasi yang komprehensif tentang program Provinsi Cerdas, 

diharapkan seluruh kabupaten/kota dan perangkat daerah mampu 

mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi dengan lebih 

efektif. 

III. Sasaran dan Ruang Lingkup Sub Kegiatan 

Sasaran dari sub kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas 

dan kapabilitas pemerintah daerah dalam memanfaatkan teknologi informasi 

dan komunikasi (TIK) guna mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih 

baik. Dengan melibatkan seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi dan 

perangkat daerah di pemerintahan provinsi, program ini bertujuan untuk 

memperkuat sinergi dan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan. 

Sosialisasi dan pelatihan yang komprehensif diberikan kepada kabupaten/kota 

dan perangkat daerah untuk memastikan mereka memahami dan mampu 

mengimplementasikan konsep Provinsi Cerdas secara efektif. 

Ruang lingkup sub kegiatan ini mencakup beberapa aspek penting, 

yaitu pengembangan infrastruktur TIK, peningkatan kompetensi sumber daya 

manusia, dan penyusunan kebijakan serta regulasi yang mendukung 

penerapan TIK dalam pemerintahan. Selain itu, kegiatan ini juga meliputi 

koordinasi dan fasilitasi integrasi sistem informasi antar instansi pemerintah, 

penyediaan layanan digital yang inovatif, serta pengelolaan dan pemanfaatan 

data yang terintegrasi. Dengan demikian, ruang lingkup kegiatan ini tidak 



 

 

 

   

hanya terbatas pada penyediaan teknologi, tetapi juga mencakup penguatan 

kapasitas institusi dan individu untuk mendukung terciptanya Provinsi Cerdas 

yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 

IV.  Kebutuhan Tenaga Teknis. 

Kebutuhan tenaga teknis pada sub kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi 

Penyelenggaraan Provinsi Cerdas sangatlah krusial untuk memastikan 

keberhasilan implementasi program ini. Tenaga teknis yang dibutuhkan 

meliputi berbagai keahlian di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK). 

Pertama, diperlukan tenaga ahli jaringan yang bertanggung jawab untuk 

merancang, mengimplementasikan, dan memelihara infrastruktur jaringan 

yang handal dan aman. Kedua, tenaga teknis di bidang pengelolaan pusat 

data diperlukan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dan 

disimpan dapat diakses secara efisien dan aman. Ketiga, ahli perangkat lunak 

dibutuhkan untuk mengembangkan dan mengelola aplikasi dan sistem 

informasi yang mendukung layanan pemerintah digital. Keempat, tenaga 

teknis di bidang keamanan siber sangat penting untuk melindungi sistem dan 

data dari ancaman dan serangan siber. 

Selain itu, untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program, 

dibutuhkan juga tenaga teknis yang kompeten dalam analisis data dan 

manajemen proyek. Analis data akan bertanggung jawab untuk mengolah dan 

menganalisis data yang dikumpulkan sehingga dapat digunakan untuk 

pengambilan keputusan yang lebih baik. Manajer proyek diperlukan untuk 

mengkoordinasikan berbagai kegiatan dan memastikan bahwa semua 

tahapan proyek berjalan sesuai dengan jadwal dan anggaran yang telah 

ditetapkan. Dengan kombinasi tenaga teknis yang memiliki keahlian khusus di 

berbagai bidang ini, diharapkan program Provinsi Cerdas dapat berjalan 

dengan lancar dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan. 

V. Waktu Pelaksanaan  

Jangka waktu pelaksanaan sub kegiatan ini adalah 12 (dua belas) bulan 

terhitung dari Januari 2025 s.d Desember 2025 dengan jadwal sebagai 

berikut: 



NO URAIAN 
BULAN 

KET 
JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGUST SEPT OKT NOV DES 

1. Persiapan                            
a. Menyusun SOP                            
b. Menyusun SK                            
c. Rapat - rapat                           

2. Pelaksanaan                           
  Belanja alat/bahan untuk operasional 

                         
  Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur  

                         
 

 
Belanja jasa tenaga informasi dan teknologi serta 
administrasi              

 
 

Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, Tenaga Keamanan, 
Tenaga Supir, Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik              

 
 

Belanja Tagihan Telepon, Air, Listrik dan Belanja 
Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan               

 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 
                          

  Belanja Modal Peralatan dan Mesin 
             

3 Laporan akhir                           

  a. Penyusunan laporan akhir                           

                                

 

 

 

 



 

 

 

   

VI. Sumber dan Rencana Biaya 

Sumber pembiayaan sub kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi 

Penyelenggaraan Provinsi Cerdas bersumber dari APBD Provinsi Bali TA. 

2025 sebesar Rp. 14.575.364.020,- dengan rincian biaya sebagai berikut : 

No Uraian 
Rencana Anggaran 

Biaya (Rp) 

1.  Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 

Tulis Kantor 

3.176.300 

2.  Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Kertas dan Cover 

4.310.000 

3.  Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Bahan Cetak 

5.000.000 

4.  Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Benda Pos 

1.570.000 

5.  Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Bahan Komputer 

3.551.800 

6.  Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 

150.000.000 

7.  Belanja Makanan dan Minuman Rapat 67.500.000 

8.  Belanja Jasa Tenaga Administrasi 242.046.420 

9.  Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non 

ASN 

5.040.000 

10.  Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non 

ASN 

302.400 

11.  Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN 4.662.000 

12.  Belanja Iuran Jaminan Kematian Tenaga Non 

ASN 

378.000 

13.  Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.296.000.000 

14.  Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Khusus 

(Teknis Ketinggian) 

400.000.000 

15.  Belanja Jasa Tenaga Keamanan 568.800.000 

16.  Belanja Jasa Tenaga Supir 189.600.000 
 



 

 

 

   

 

VII. Produk/Keluaran yang dihasilkan 

Produk/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Kab/Kota di wilayah 

provinsi dan perangkat daerah di pemerintahan provinsi yang mendapatkan 

sosialisasi program Provinsi Cerdas. 

17.  Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan 

Listrik 

1.000.000.000 

18.  Belanja Tagihan Telepon 24.000.000 

19.  Belanja Tagihan Air 60.000.000 

20.  Belanja Tagihan Listrik 2.100.000.000 

21.  Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV 

Berlangganan 

2.800.000.000 

22.  Belanja Pemeliharaan Alat Besar - Alat Bantu  

- Electric Generating Set 

63.540.000 

23.  Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, 

dan Pemancar - Alat Komunikasi - Alat 

Komunikasi Lainnya 

200.000.000 

24.  Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - 

Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan 

Gedung Kantor 

500.000.000 

25.  Belanja Perjalanan Dinas Biasa 334.180.000 

26.  Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 2.400.000.000 

27.  Belanja Modal Mebel 44.365.200 

28.  Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 48.612.800 

29.  Belanja Modal Meja Rapat Pejabat 44.130.900 

30.  Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 38.458.000 

31.  Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat 50.409.000 

32.  Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 13.442.400 

33.  Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 43.897.200 

34.  Belanja Modal Alat Studio Lainnya 1.000.000.000 

35.  Belanja Modal Sumber Tenaga 260.000.000 

36.  Belanja Modal Personal Computer 646.978.800 

37.  Belanja Modal Peralatan Personal Computer 75.506.400 



 

 

 

   

VIII.  Penutup 

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat dipergunakan 

sebagai referensi dalam melaksanakan pekerjaan.  

                    

 

Bali, 25 Maret 2024 

Mengetahui : 

Kepala Dinas Komunikasi Informatika 

dan Statistik Provinsi Bali, 

 

 

 

 

 

Ir. Gede Pramana. ST., MT 
Pembina Utama Muda (IV/c) 
NIP. 19680531 199703 1 002 

 

Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan 

Pada Sub. Kegiatan Pengembangan dan 

Pengelolaan Sumber Daya Teknologi 

Informasi dan Komunikasi Pemerintah 

Daerah 

  

 

Novandika Dwipayana, ST., M.Kom 
Penata Tk. I (III/d) 
NIP. 19831126 201101 1 007 

 





































Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) 

 
PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH 

DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2025 
 

SKPD  :  Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali 

Bidang/Bagian  :  Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 

Program  :  Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 

Sub Kegiatan  :  Pelayanan Informasi Publik   

Keluaran/output  :  Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan 

sesuai peraturan perundangan 

Target keluaran :   225 Permohonan 

Hasil/outcome  :  Indeks Kepuasan pimpinan dan masyarakat terhadap 

layanan informasi 

Target hasil/outcome  :  82 Indeks 

 

A.  Latar Belakang 

1.  Dasar Hukum tugas fungsi/kebijakan : 

-  Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008 adalah 

Undang-Undang yang memberikan jaminan terhadap semua orang untuk 

memperoleh informasi publik dalam rangka mewujudkan dan 

meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara 

baik ditingkat pengawasan penyelenggaraan negara maupun ditingkat 

pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. 

Undang-Undang ini juga memberikan kewajiban kepada Badan Publik 

untuk membuka akses atas informasi publik berkaitan dengan kegiatan 

Badan Publik untuk masyarakat luas, baik secara aktif maupun pasif.  

- Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan 

Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 191) agar pengelolaan pengaduan pelayanan publik 

nasional-layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi Bali dapat diproses secara efektif, efisien, transparan 

dan akuntabel, perlu dilakukan koordinasi dengan pihak terkait di 

Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. 



- Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar 

Layanan Informasi Publik dan menyesuaikan dengan Pergub Nomor 42 

Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan 

Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, menetapkan 

Kepala Dinas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali 

sebagai PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Provinsi 

Bali sedangkan Sekretaris, Kepala Bagian dan atau pejabat yang 

menangani pelayanan di OPD sebagai PPID Pelaksana. Daftar Informasi 

Publik dari seluruh OPD yang ada di lingkup Pemerintah Provinsi Bali 

dikumpulkan di server Diskominfos dan dipublikasikan melalui media 

website https://ppid.baliprov.go.id dan https://balisatudata.baliprov.go.id. 

- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah           

Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Bali Nomor 5); 

- Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat 

Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja 

Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali); 

 

2.  Gambaran Umum 

Salah satu tugas pokok dan fungsi dari Bidang Informasi dan 

Komunikasi Publik adalah penyebarluasan Informasi dimana hak untuk 

memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu 

wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Hak atas 

https://ppid.baliprov.go.id/
https://balisatudata.baliprov.go.id/


informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan 

negara makin dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka menciptakan 

pemerintahan yang bersih (clean government). 

Peranan dan posisi yang sangat strategis tersebut memikul tanggung 

jawab yang sangat besar terhadap peningkatan partisipasi masyarakat 

dalam pengambilan kebijakan publik di Provinsi Bali, oleh karena itu Dinas 

Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali pada Tahun Anggaran 

2025 merencanakan melaksanakan kegiatan yang terkait dengan Pelayanan 

dan Penyebarluasan Informasi kepada masyarakat dan Pelayanan 

Pengaduan Masyarakat melalui sistem SP4N-LAPOR. 

 

3.  Maksud dan Tujuan Kegiatan : 

Maksud dari kegiatan ini adalah Untuk memenuhi dan melayani 

permintaan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik.  

Tujuannya untuk Mendorong terwujudnya implementasi Undang-

Undang Keterbukaan Informasi Publik secara efektif dan hak-hak publik 

terhadap  informasi  yang berkualitas dapat terpenuhi, serta meningkatkan 

pelayanan informasi publik di lingkungan organisasi / Lembaga publik untuk 

menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas. 

 

4.  Penerima Manfaat 

Penerima manfaat atas tercapainya keluaran tersebut adalah 

masyarakat dan pemerintah. Dalam hal ini masyarakat dapat menerima 

informasi secara optimal sedangkan pemerintah dapat mensosialisakan 

capaian serta program kerja. 

 

5.  Strategi Pencapaian Sasaran 

1.  Metode yang dilakukan Dalam pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan 

melalui swakelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

2.  Tahapan-tahapan pelaksanaan sbb: 

• Pelaksanaan rapat-rapat internal dan rapat dengan instansi terkait 

offline dan virtual, kemudian membuat laporan dan Nota Dinas ke 

Pimpinan (Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Bali). 



• Bimbingan teknis PPID dilaksanakan untuk Penguatan Sumber Daya 

Manusia pengelola pelayanan informasi publik dilakukan dengan cara 

Bimbingan Teknis PPID 3 (tiga) kali dalam 1 tahun yang diikuti oleh 

PPID Pelaksana Pemerintah Provinsi Bali, Petugas Pelayanan 

Informasi Publik pada PPID Pelaksana Pemerintah Provinsi Bali.  

• Bimbingan teknis SP4N LAPOR dilaksanakan untuk mewujudkan 

kesamaan gerak dan langkah serta pemahaman bagi pengelola 

pengaduan pelayanan publik dimasing-masing perangkat daerah 

menuju "terwujudnya SP4N-LAPOR! sebagai Sistem Pengelolaan 

Pengaduan yang memiliki respon dan solusi cepat serta terpercaya” 

atau “fast response, fast solution, and trusted complaint handling 

system". Dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 tahun yang diikuti oleh 

Petugas Pelayanan Informasi Publik. 

• Rakor PPID bertujuan untuk peningkatan standar layanan informasi 

yang berkualitas kepada PPID pelaksana di Lingkungan Pemerintah 

Provinsi Bali, untuk mempertahankan posisi informatif keterbukaan 

informasi tentunya. Dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 tahun yang 

diikuti oleh PPID Pelaksana Pemerintah Provinsi Bali, Petugas 

Pelayanan Informasi Publik pada PPID Pelaksana Pemerintah 

Provinsi Bali. 

• Program Kegiatan Pameran Pembangunan bertujuan untuk 

memberikan informasi kepada masyarakat luas serta mempromosikan 

program-program pemerintah yang sudah terlaksana maupun yang 

akan dilaksanakan, sehingga masyarakat teredukasi yang 

dilaksanakan pada Bulan Agustus bertepatan dengan peringatan hari 

jadi Pemerintah Provinsi Bali selama 5 (lima) hari. 

• Pameran Margarana bertujuan untuk mensosialisasikan kepada 

masyarakat berupa dokumen foto dan video, yang menggambarkan 

perjuangan kepahlawan I Gusti Ngurah Rai dan pejuang lainnya. 

Kegiatan ini untuk mengenang dan mengingatkan kembali jasa-jasa 

pahlawan kita dan sebagai cerminan semangat juang yang diharapkan 

bisa tumbuh semanagat dan menghargai patriotik untuk generasi 



penerus, dilaksanakan pada Bulan Nopember bertepatan dengan 

peringatan hari Pahlawan selama 5 (lima) hari. 

• Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertujuan untuk menyiapkan 

dan ketersediaan informasi publik serta pelayanan informasi pubik 

yang sesuai dengan amanat UU No. 14 Tahun 2008 perihal 

Keterbukaan Informasi Publik, dilaksanakan selama hari kerja secara 

langsung (offline) dan 24 jam secara online melalui website maupun 

email. 

• Penyusunan laporan dan penyelesaian administrasi kegiatan (SPJ).  

3. Penanggung Jawab dan Pelaksana Kegiatan: 

• Penanggung jawab kegiatan : Kepala Dinas Komunikasi Informatika 

dan Statistik Provinsi Bali dan Kepala Bidang Informasi dan 

Komunikasi Publik. 

• Pelaksana Kegiatan adalah : Ketua Tim dan Staf Bidang Informasi dan 

Komunikasi Publik. 

4.  Tempat/lokasi : Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten/Kota se-Bali. 

5.  Waktu Pencapaian Sasaran : Kegiatan dilaksanakan selama 12 bulan 

dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2025 

6.  Dana : Dialokasikan pada APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025, 

dengan dana indikatif  Rp. 4.748.425.000,00 (Empat Miliar Tujuh Ratus 

Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) 

dengan perincian sebagai berikut: 

 

1.  Belanja Alat Tulis Kantor 5.464.600 

2.  Belanja Kertas dan Cover 8.250.000 

3.  Belanja perangko, material, dan benda pos 1.200.000 

4.  Belanja Bahan Komputer 41.145.400 

5.  Belanja Suvenir/Cendera Mata 110.000.000 

6.  Belanja Makanan dan Minuman Rapat 288.750.000 

7.  Belanja Honorarium Narasumber atau 

Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, 

dan Panitia 

28.300.000 

8.  Belanja jasa tenaga administrasi 208.584.384 

9.  Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 3.597.512.160 



10.  Belanja iuran jaminan kesehatan bagi non 

ASN 

8.918.856 

11.  Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja 

bagi non ASN 

486.216 

12.  Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non 

ASN 

607.752 

13.  Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non 

ASN 

7.495.632 

14.  Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat 

Pertemuan 

10.000.000 

15.  Belanja perjalanan dinas dalam kota 294.130.000 

16.  Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota 137.580.000 
 

 

 
   Denpasar, 20 Maret 2024 

 

Mengetahui/Menyetujui : 
Pengguna Anggaran Dinas 
Komunikasi Informatika dan Statistik 
Provinsi Bali 
 
 
 
 
Ir. Gede Pramana, S.T.,M.T. 
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680531 199703 1 002 

Mengetahui : 
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada 
Sub. Pelayanan Informasi Publik   
                
 
 
 
 
Anak Agung Ngurah Bagus Aryana,SE.,M.Si. 
Penata TK.I 
NIP. 19790924 200803 1 001                            
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